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ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pemberian Santunan kecelakaan Kerja dalam 
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 
   

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Demak adalah: 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 

Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) 

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
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06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan  Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor  8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota 
dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 

tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan 
Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan 
Wakil Wali kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-

Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang 

Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan 
Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan 
Wakil Wali kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian 

Santunan Kecelakaan Kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi 
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Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-

Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 
2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 

58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020. 

 
  Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak 

Nomor 127/SDM.07.4-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang: 
1. Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja 

Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota 

dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat 

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Demak Tahun 2020; 

2. Menetapkan Jenis Formulir yang digunakan dalam Pemberian 
Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan 

Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan 
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 
2020; 

3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 13/HK.03.2-
Kpt/3321/Sek-Kab/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian 

Santunan Kecelakaan Kerja bagi Anggota dan Sekretariat Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan 

Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan 
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 
2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku 
pada tanggal 2 November 2020. 
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